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-Persetujuan Menteri Negara Pendaysgunaan Aparatur Negara dalam

KEFUTUSAN JMP IOMMM,V

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0557/0/1984
tentang
Pembukaan, Fenunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengsh Umum Tingkat Pertama
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Fendidikan dan Kebudaysan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Su-
sunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Unum Tingkat

Pertama; )

be beshwa untuk meningkatkan days tampung sekolah menengah umum
tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakal
yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkah pembukaan,
penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengeh Umun Tingkat

Pertama;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
as Nomor 44 Tahun 1974;
b, Nomor 40/M Tehun 1980;
ce Nomor 45/M Tahun 1983;
ds Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan llenteri Fendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979
¢. tanggal 11 September 1980 No, 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 +tanggal 31 Oktober 1984;

as Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMFP) Nogeri;

b.: Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMF Negeri;

Ce Menegerikan SMP Swasta menjadi SilP Negeri,

dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Ke—
putusan ini,

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
BMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan
ketentuan daslam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tang-
gal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
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Menugaskan kepada Kepala Kantqr Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kébudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksana=-
kan ketentuan terscbut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang
berada di wilayahnya.

Biays untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-ma-~
sing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata
anggaran sebagaimana tersebut pada kolom T Lampiran I Keputusan
ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjut-
nya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Dengan berlakunya Képutusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesisa
adalah 5.884 (1lims ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah
tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

: Hal=hel lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

lobih lanjut dalam ketentuan tersendiri,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

IMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a«ned
Sekretaris Jenderal,
totod.

Salinan Keputusaniini &isampaikan kepada SOETANTO WIRJOFRASONTO
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2

1l.
12.

13.
14,
15,
16,
%

18,
. 1.
20,
21,
22,
23.
24
25,
26,
27+

Sekretariat Negara,

Sekretariat Kabinet,

Semua MNenteri Koordinator,

Semua lMenteri Negara,

Semua Nenteri,

Semuz llenteri [uds,

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudaysan,

Semus Direktur Jenderal dslan lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudaysan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayazn,

Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendi-
diken dan Kebudayaan dalam lingke. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Senua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalan lingks. Departemen Fendi-
dikan dan Kebudayaan, ;

Ditjen. Hukum dan Perundang-undangzn Departemen Kehakiman,

Seraua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

Seimue Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

Semvue Univ/Inst/Sek. Tinggzi/Akedemi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
Kebudayzan,

Badan Pemeriksa Keuangan,

Ditjen. Anggsaran,

Ditjen. Pajak,

Dit. Perbendsharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,

Semua Kantor Perbendsharaan Negara,

Badan Adninistrasi Kepegawaian Negara,

Lenbaga Administrasi Negara,

Ketwa DPR-RI,

Komisi IX DPR-RI,

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

. Salinan sesuai dengan aslinya
A.n, Kepala Bagian Fenyusunan Rancangan Peraturan
Penmdangﬂmdangun Departemen Pendidiksn dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Perundang-undangan,
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